PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BAPPELITBANGDA)
JL. JENDERAL URIP SUMOHARIJO NO. 269 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 453489

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/7041/BAPPELITBANGDA

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATORPADA ACARA
FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN EVALUASI
PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Mentari Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka perlu
dilakukan evaluasi dan penyelarasan  program
pembangunan daerah pada kabupaten/ kota tahun 2025
dan tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Bappelitbangda tentang Penetapan Narasumber dan
Moderator Pada  Pelaksanaan Forum  Koordinasi
Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Daerah
Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




Catatan :

10.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nmor
1312);

Paraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 Nomor 13 sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023 Nomor 42)

. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun

2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 .

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 Nomor 27);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34);
Keputusan Gubernur  Sulawesi Selatan = Nomor
900/94/I/BKD Tahun 2025 tentang Pengesahan
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulaweis Selatan Tahun Anggaran 2025.

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Narasumber dan Moderator Pada Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Indikator Makro
Daerah Tahun 2025.dengan susunan sebagai berikut:
a. Narasumber : 1. Kepala  Bappelitbangda  Provinsi
Sulawesi Selatan
2. Plt. Kepala Bagian Umum Badan
Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan
3. Manager Perwakilan Bank Indonesia
Prov. Sulawesi Selatan
4. Kepala Bidang PPEPD
Bappelitbangda Prv. Sulawesi Selatan

b ) Fungsional Perencana Madya Bidang
- Moderator  * ppgpp Bappelitbangda Prv. Sulawesi
Selatan

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Narasumber sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU yaitu: Narasumber bertugas
membawakan materi, menyiapkan bahan paparan dan
menjawab pertanyaan dari peserta.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Moderator sebagaimana disebut
pada Diktum KESATU yaitu: Memandu, mengatur, dan
menjaga jalannya diskusi agar sesua topik dan berjalan lancar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPA Bidang
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan 5.01.02.1.03.0003
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 24 Desember 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Desember
2025

Plt. Kepala Badan,

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital
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Tembusan :

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (Laporan)

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (Laporan)
Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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